
 
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
KEPUTUSAN 

BUPATI SITUBONDO 

NOMOR : 100.3.3.2/217/431.013/2025 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR : 188/306/P/004.2/2021 TENTANG BESARAN TUNJANGAN 

KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, 

 TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN  

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 
Menimbang : a. bahwa besaran tunjangan perumahan  dan tunjangan 

transportasi bagi pimpinan dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo 
sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati Situbondo Nomor : 188/306/P/004.2/2021, 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan 
kedua atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 
188/306/P/004.2/2021 tentang Besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan 
Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Dana 
Operasional Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, yang 
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ; 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6847); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 
Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 8); 
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 34). 
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SALINAN sesuaidenganAslinya, 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H. 
Penata Tingkat I (III/d) 

19850725 201503 1 001 
 

Memperhatikan : Surat PT SUCOFINDO (Persero) Surabaya Nomor : 

4566/SBA-VIII/BIG/2025, tanggal 5 Agustus 2025, perihal 
Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian 
Perhitungan Tunjangan Perumahan dan Transportasi 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Tahun 
2025. 
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  
KESATU                             : Ketentuan Nomor 3 dan Nomor 4 Lampiran Keputusan 

Bupati Situbondo Nomor : 188/306/P/004.2/2021 tentang 
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, 
Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Dana 
Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, diubah sehingga 
berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

   
KEDUA  Segala Biaya yang berkenaan dengan pemberian 

Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, 
Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Dana 
Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana 
dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo. 

   
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   

 
 
 

  Ditetapkan di Situbondo 
pada tanggal 6 Agustus 2025 

                                             BUPATI SITUBONDO, 

 ttd. 

 

                                           YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO 
 
 
 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo; 
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; 
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo. 
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LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo 

Tanggal : 6 Agustus 2025  
Nomor : 100.3.3.2/217/431.013/2025 

 
 

 
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN  DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO 

 

NO. KETERANGAN PENERIMA BESARAN SATUAN 

3. Tunjangan 
Perumahan 

a. Ketua DPRD. 
b. Wakil Ketua DPRD. 
c. Anggota DPRD. 

25.100.000,00 
18.000.000,00 
11.900.000,00 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

4. Tunjangan 
Transportasi 

Anggota DPRD. 10.740.000,00 Orang/Bulan 

 

 
BUPATI SITUBONDO, 
 
              ttd. 
 

   YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO 
 

 

 


